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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah lembaga 

independen yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi. KPK juga 

diberi kebebasan dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan 

tugas dan wewenangnya. KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri 

atas 5 orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil 

ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 

empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan, 

seperti pemeilihan presiden. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan 

KPK bersifat kolektif kolegial, dimana dalam mengambil keputusan 

berdasarkan kesepakatan  bersama  melalui  musyawarah.
1
 

Pada periode 2015-2019 KPK dipimpin oleh Agus  Raha rd jo 

sebagai  Ketua  dan bersama 4 orang wakil ketuanya yaitu Basaria 

Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Laode Muhammad 

Syarif. Diketahui pada tanggal 28 April 2017,  DPR baru saja menyetujui 

Hak Angket terhadap KPK pada sidang paripurna untuk menyelidiki proses 

penanganan kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum 

mengambil keputusan persetujuan, peserta rapat paripurna terlebih dahulu 

mendengarkan pemaparan Taufiqul Hadi sebagai wakil dari Komisi III 

DPR. Taufiqul  Hadi menjelaskan latar belakang Komisi III DPR 

mengusulkan penggunaan hak angket karena KPK menolak membuka 

rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani dalam kasus korupsi proyek 

pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
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Selain ingin membuka berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam, 

Komisi III menyebut adanya dugaan penyimpangan anggaran yang 

dilakukan KPK. Menurut dia, ada tujuh indikasi ketidakpatuhan KPK yang 

dikantongi Komisi III. Persoalan lainnya yaitu, indikasi pembocoran 

dokumen menyangkut penindakan hukum dalam kasus korupsi yang kerap 

terjadi di KPK. Di antaranya kebocoran berita acara pemeriksaan (BAP), 

surat perintah penyidikan (sprindik), hingga surat cegah-tangkal (cekal). 

Selanjutnya juga terdapat ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian dalam 

penyampaian keterangan dalam proses hukum maupun komunikasi publik. 

Berdasarkan berbagai hal di atas maka dalam rapat dengar pendapat 

Komisi III DPR dengan KPK disepakati secara internal untuk 

mengusulkan hak angket dalam rangka mendalami permasalahan tersebut.
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Hak Angket merupakan hak yang melekat pada Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR). Hak ini bertujuan agar DPR dapat melakukan penyelidikan 

terhadap pelaksanaan undang-undang. Hak angket tertuang pada Undang-

undang Dasar 1945. Sehingga anggota DPR sejak pertama kali dibentuk di 

zaman kemerdekaan sudah boleh mengajukannya. Hak angket bertujuan 

agar DPR bisa melakukan pengawasan. Tetapi tak jarang muncul penilaian 

bahwa pengajuan Hak Angket bermuatan politik.
4
 

Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar 

Hadjar menilai, tetap dijalankannya Hak Angket KPK oleh DPR, semakin 

menunjukan pembentukan Pansus tersebut adalah berlatarkan balas 

dendam. Angket tersebut dijalankan tanpa mendengar keterangan dari KPK 

atau pihak-pihak lain yang terlibat kasus hukum di KPK. Balas dendam 

yang dimaksud Fickar adalah terkait pengungkapan nama-nama yang 

terlibat kasus korupsi KTP elektronik oleh KPK. Dimana, diantara nama-

nama yang disebut terlibat, banyak diantaranya duduk sebagai anggota 

DPR. Bahkan Ketua DPR RI Setya Novanto juga ikut terlibat. Fickar juga 
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mengatakan, DPR akan bertindak lebih ekstrim dalam upayanya 

melemahkan KPK. Salah satunya adalah dengan mengupayakan lebih keras 

revisi UU KPK. Tidak hanya melemahkan, bahkan Fickar memprediksi 

akan ada upaya dari DPR untuk membubarkan KPK.
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Hak angket ini menjadi kontroversial dikalangan masyarakat, salah 

satu contohnya yaitu pada tanggal 14 mei 2017 telah dilakukan survei oleh  

Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) mengenai polemik 

disahkannya hak angket ini. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya dari 

1.350 responden, 65 persen responden menilai langkah DPR mengunakan 

hak angket terhadap KPK tidak dapat dibenarkan, Hanya 29,5 persen 

responden yang menyatakan langkah DPR menggunakan hak angket bisa 

dibenarkan, sementara itu terdapat 5,6 persen responden yang tidak tahu 

atau tidak menjawab. Temuan ini menunujukan bahwasanya publik 

menolak DPR menggunakan hak angket terhadap KPK.
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Media online detik.com yang sudah ada sejak tahun 1996 

merupakan media online detik.com merupakan media online pertama di 

Indonesia dan sudah dikenal oleh masyarakat banyak. Karena hal inilah 

yang menjadi dasar penulis untu memilih media online detik.com sebagai 

sumber data pada penelitian ini. Selain itu tidak adanya kepemihakan 

media online ini jika dilihat dari kepemilikan media online ini juga 

menjadi alasan penulis memilih media online dertik.com. 

Dalam suatu media, apa yang dipandang penting oleh media 

menjadi penting pula bagi pembaca atau khalayak
7
. Pada pemberitaan Hak 

Anget KPK media online detik.com gencar dalam memberitakan dan terus 

mengikuti perkembangan masalah tersebut karena adanya agenda media. 

Mulai direncanakannya Pansus Hak Angket KPK oleh DPR hingga Hak 
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Angket KPK ini ditetapkan. Gencar nya pemberitaan Hak Angket KPK ini 

tidak terlepas dari adanya framing yang diterapkan oleh media online 

detik.com. Framing umumnya membahas mengenai bagaimana suatu 

media melakukan kontruksi atau realitas, menyajikan dan 

menampilkannya pada masyarakat. Framing dalam sebuah media bukan 

hanya berkaitan dengan wartawan, melainkan juga berkaitan dengan 

produksi berita. Bagaimana peristiwa dibingkai bukan hanya semata-mata 

karena waratawan melainkan juga karena isntitusi media yang memberikan 

pengaruh terhadap pemaknaan peristiwa.
8
 Biasanya, suatu media memiliki 

strategi dalam melakukan framing, yakni menampilkan semua 

kemungkinan konflik. Wartawan harus menampilkan semua fakta, namun 

terkadanag ada fakta-fakta yang yang sulit ditemui. Sehingga fakta diambil 

berdasarkan apa yang dikatakan orang lain. Kalau media menulis fata 

seperti itu, maka tidak objektif. Karena hanya menyuarakan pendapat dari 

satu orang saja.
9
 

Disamping itu, untuk menentukan bagaimana media online 

detik.com  membingkai dan mengkonstruksikan realitas pada pemberitaan 

Hak Anget KPK, maka penulis menggunakan analisis framing Robert N. 

Entman yang mengatakan bahwa dalam mengkonstruksi realitas ada dua 

hal penting dalam melihat framing suatu media, yaitu, yang pertama 

adalah seleksi isu, dan yang kedua adanya penonjolan aspek-aspek tertentu 

dalam mengemas suatu isu atau peristiwa.
10

  

Selanjutnya, dalam menganalisis berita dengan menggunakan 

metode analisis framing Etman, ada empat tahapan dalam analisis framing 

Entman yaitu, Define Problems (Pendefinisian masalah), Diagnose causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber masalah), Make moral judgment 
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(Membuat keputusan moral), Treatment Recommendation (Menekankan 

penyelesaian).
11

  

Karena perbedaan ideologi oleh setiap media inilah membuat 

penulis tertarik melakukan penelitian tentang Analisis Framing 

Pemberitaan Hak Angket KPK Di Media Online Detik.com. 

B. Penegasan Istilah  

1. Analisis Framing 

Analisis framing merupakan sebuah metode untuk menganailisis 

bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai 

oleh media dengan melalui proses rekonstruksi. Analisis framing bisa 

melihat bagaimana realitas dan peristiwa dikonstruksi oleh media.
12

 

2. Pemberitaan   

Merupakan suatu informasi yang ditulis oleh wartawan 

berdasarkan fakta serta bersifat aktual lalu disebarkan melalui media 

massa. Berita terbentuk dari proses kontruksi realitas yang ditulis 

wartawan menjadi sebuah berita yang disebarluaskan ke khalaya. 

3. Hak Angket  

Hak Angket merupakan hak yang melekat pada Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). Hak ini bertujuan agar DPR dapat melakukan 

penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang. Hak angket tertuang 

pada Undang-undang Dasar 1945.
13

 

4. Media Online 

Internet merupakan medium terbaru yang mengkonvergensikan 

seluruh karakteristik dari bentuk-bentuk terdahulu. Karena itu, apa yang 

berubah bukanlah substansinya, melainkan mode-mode produksi dan 

perangkatnya (Hilf, 2000). Artinya, apa yang membuat bentuk-bentuk 

komunikasi berbeda satu sama lain bukanlah penerapan aktualnya, 

melainkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses komunikasi 
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seperti kecepatan komunikasi, harga komunikasi, persepsi-persepsi 

pihak-pihak yang berkomunikasi, kapasitas storage dan fasilitas tempat 

mengakses informasi, densitas (kepekatan/kepadatan) dan kekayaan 

arus-arus informasi, jumlah fungsional/intelijen yang dapat ditransfer.
14

 

5. Detik.com 

Detikcom awalnya adalah proyek pribadi sebuah perusahaan 

penyedia jasa konsultasi, pengembangan, dan pengelolaan web, 

Agranet Multicitra Siberkom (Agrakom). Untuk mensiasati kondisi 

perusahaan saat krisis ekonomi 1997. Agrakom saat itu seperti banyak 

perusahaan lain juga menghadapi persoalan. Order jasa web site 

terhenti, sementara proyek-proyek e-commerce yang sudah di tangan di 

tunda oleh klien. Padahal Agrakom yang berdiri Oktober 1995 dengan 

investasi yang lumayan gede. Agrakom termasuk salah satu pelopor 

Industri konten IT yang menyasar pasar Internet yang mulai di kenal di 

Indonesia pada tahun 1993. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana framing pada pemberitaan Hak 

Angket KPK di media online detik.com pada edisi bulan Mei-Juni 2017? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

framing pada pemberitaan berita Hak Angket KPK di media online 

detik.com edisi bulan Mei – Juni 2017. 

2. Kegunaan penelitian  

a. Kegunaan Teoritis 

1) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

ilmiah bagi pengembangan ilmu komunikasi dalam program 
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studi jurnalistik, terkhusus pada analisis framing terhadap 

pemberitaan Hak Anget KPK yang dikaitkan dengan kasus 

korupsi E-KTP. 

2) Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan atau referensi bagi 

semua pihak yang membutuhkan pustaka atau ingin 

melakukan penelitian sejenis mengenai kajian analisis 

framing dalam pemberitaan media online. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kejelian 

masyrakat terhadap berita yang dipublikasikan oleh media 

karena beberapa berita yang dipublikasikan ada menyangkut 

unsur politik dan sebagainya didalamnya. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

instansi pers mengenai penyampaian informasi yang 

berkualitas, sehingga tidak terjadi pemberitaan yang tidak 

obyektif karena memasukan unsur politik maupun yang lain 

didalamnya. 

E. Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah terarah, penulis membuat sistematika penulisan 

sesuai dengan masing-masing bab. Untuk pengajuan proposal penulis 

membagi menjadi tiga bab, masing-maisng bab terdiri dari bebrapa sub-

bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun susunan 

sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Membahas  Latar Belakang, penegasan istilah, Rumusan Masalah, 

Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Membahas Kajian Teori, Hipotesi, Kerangka Teoritis dan 

Kerangka Pikir. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Membahas tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, 

Informan Data, Teknik Pengumpulan Data, Uji Validitas Data, dan 

Tenik Analisis Data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM  

Membahas tentang sejarah berdirnya detik.com, struktur organisasi, 

dan visi perusahaan. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

menjabarkan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

analisis framing pemberitaan Hak Angket KPK pada Media Online 

detik.com. 

BAB VI  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran peneliti terkait hasil 

penelitian 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


